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Abstract

The phenomenon of marriage dispensation following national legal reform has
shown a significant increase and raised controversy over the effectiveness of child
protection within the framework of Islamic family law. Although Law No. 16 of 2019
established the minimum legal age for marriage as a preventive measure against
child marriage, the enforcement of dispensations through Article 7(2) paradoxically
creates a legal loophole that contradicts the law’s protective intent. This study
focuses on a normative critique of marriage dispensation from the perspective of
magqasid al-shari‘ah, examining to what extent contemporary Islamic family law
remains responsive to the principles of hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-nasl
(protection of lineage). The research adopts a qualitative approach based on library
research, with data collected from classical and contemporary legal texts, including
works on magqasid, Islamic jurisprudence, and national legal documents. Content
analysis was employed to reduce and categorize the data thematically. The findings
reveal that dispensations granted without grounding in substantive maslahah
contradict the foundational principles of maqasid and tend to reproduce structural
inequalities, particularly against young girls. The study concludes that magasid al-
shari‘ah must be repositioned as an epistemic framework for reformulating Islamic
family law to enhance its commitment to justice and child protection. This research
underscores the need for ethical and contextual legal reconstruction to avoid
legalistic bias that harms vulnerable groups.

Keywords: Child Protection, Family Law Reform, Islamic Family Law, Maqasid Al-
Shari’ah, Marriage Dispensation.

Abstrak

Fenomena dispensasi kawin pasca-reformasi hukum nasional menunjukkan
peningkatan signifikan dan menimbulkan kontroversi atas efektivitas
perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks hukum keluarga Islam.
Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia
minimum perkawinan sebagai upaya preventif terhadap praktik pernikahan anak,
pemberlakuan dispensasi kawin melalui Pasal 7 ayat (2) justru membuka celah
legalitas yang kontradiktif dengan semangat perlindungan anak. Penelitian ini
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berfokus pada kritik normatif terhadap praktik dispensasi kawin dalam perspektif
magqasid al-shari‘ah dengan menyoroti sejauh mana norma hukum keluarga Islam
kontemporer masih responsif terhadap prinsip hifz al-nafs dan hifz al-nasl
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi
kepustakaan (library research), dengan teknik pengumpulan data melalui telaah
dokumen klasik dan kontemporer, termasuk kitab maqasid, literatur hukum Islam,
dan peraturan perundang-undangan nasional. Analisis dilakukan dengan
pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap data yang direduksi dan
dikategorisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin
yang tidak disertai asas maslahat substantif bertentangan dengan prinsip dasar
maqasid dan cenderung mereproduksi ketimpangan struktural terhadap anak
perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqasid al-shari‘ah harus
dijadikan sebagai kerangka epistemik dalam mereformulasi hukum keluarga Islam
agar lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan anak. Implikasi kajian ini
menegaskan pentingnya rekonstruksi norma hukum secara etis dan kontekstual
guna menghindari bias legalisme yang merugikan kelompok rentan.
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Perlindungan Anak, Reformasi Hukum.
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A. Pendahuluan

Fenomena dispensasi kawin di Indonesia terus menjadi perhatian serius di
tengah komitmen global terhadap perlindungan anak (Haryadi & Septarina, 2023).
Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah merevisi batas usia
perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, data Pengadilan
Agama menunjukkan peningkatan tajam pengajuan dispensasi kawin pascarevisi
undang-undang tersebut (BPS, 2023). Dalam rentang tahun 2023, terdapat lebih
dari 61.000 permohonan dispensasi kawin di seluruh Indonesia, dengan mayoritas
pemohon adalah anak perempuan di bawah usia 19 tahun (BPS, 2023; Kemen
PPPA, 2023). Fenomena ini mengindikasikan adanya ketegangan antara norma
hukum negara, tuntutan sosial budaya, serta tujuan-tujuan magqasid al-sharr’ah
yang idealnya melindungi hak anak. Penelitian menunjukkan bahwa praktik
dispensasi kerap dilegalkan atas dasar kedaruratan sosial, tanpa memperhatikan
kerugian jangka panjang terhadap anak (Huda, 2022; Rizal Arif Fitria et al., 2023;
L. K. Dewi et al,, 2025). Praktik tersebut secara tidak langsung membuka ruang
bagi eksploitasi terhadap anak perempuan (Adhim et al.,, 2021; Angel & Hadiati,
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2023; Apriliandy et al., 2024). Dalam konteks global, persoalan pernikahan anak
telah dikecam oleh UNICEF dan lembaga internasional lainnya sebagai bentuk
pelanggaran HAM, dan di Indonesia sendiri problem ini bertahan dalam ruang abu-
abu antara legalitas dan perlindungan (Amaliah & Fernando, 2021; Duadji &
Tresiana, 2022; D. A. K. Dewi, 2023; Moro & Wijayanto, 2023).

Studi terdahulu telah banyak mengkaji dispensasi kawin dari aspek hukum
positif, yuridis-formal, atau pendekatan sosiologis, namun belum banyak yang
menggali secara kritis dari sudut pandang magqgasid al-shari’ah yang bersifat
normatif dan prinsipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim
dalam mengabulkan dispensasi jarang menyertakan argumentasi maqasid secara
eksplisit (Hadiati & Brilianci, 2023; H. Ashari, 2024; Hidayat et al, 2024).
Sebaliknya, penggunaan maqasid cenderung hanya simbolik (Duadji & Tresiana,
2022; B. Ashari, 2024; Fajriyah, 2024). Beberapa penelitian lain menyebut bahwa
prinsip perlindungan anak (hifz al-nafs, hifz al-nasl) belum menjadi paradigma
utama dalam putusan pengadilan (Bahroni et al., 2019; Haryadi & Septarina, 2023;
Fajriyah, 2024). Penelitian lain juga menilai lemahnya internalisasi maqasid dalam
praktik peradilan (Al Haqiqi et al., 2024). Reformasi epistemologis hukum keluarga
Islam berbasis maqasid semaikan digaungkan (Jayanto et al., 2021; Syaf, 2024).
Ketimpangan ini membuka ruang kajian baru untuk mengevaluasi validitas praktik
dispensasi kawin dalam kerangka maqasid yang holistik dan sistemik.

Berdasarkan evaluasi terhadap studi-studi terdahulu, tampak bahwa
perdebatan mengenai dispensasi kawin selama ini lebih menekankan pada aspek
legalitas formil dan kebutuhan sosial, bukan pada basis filosofis maqasid yang
bertujuan melindungi maslahat anak secara komprehensif. Minimnya kajian kritis
yang menelaah praktik dispensasi dalam relasi antara rukhsah (keringanan
hukum) dan prinsip hifz al-nafs menunjukkan adanya celah akademik yang belum
tergarap secara mendalam. Maka, pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana
praktik dispensasi kawin dapat dikritisi secara normatif dalam perspektif magasid
al-sharr’ah untuk menjamin perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam
kontemporer? Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji secara kritis
ketidaksesuaian antara praktik dispensasi dengan magqgasid al-shar’’ah serta
menyusun alternatif pendekatan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap
hak dan masa depan anak. Studi ini penting karena menyuguhkan kontribusi
konseptual terhadap perumusan kembali norma hukum keluarga Islam yang lebih
sejalan dengan maqasid dan amanat perlindungan anak.

Dalam konteks pendekatan kualitatif berbasis library research, penelitian ini
tidak menetapkan lokasi geografis atau komunitas spesifik sebagai lokus empirik.
Fokus utama diarahkan pada penelaahan kritis terhadap literatur hukum Islam
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klasik dan kontemporer, doktrin magqasid al-sharr’ah, peraturan perundang-
undangan terkait dispensasi kawin, serta putusan-putusan pengadilan agama yang
terdokumentasi secara daring melalui SIPP MA-RI dan Kompilasi Hukum Islam.
Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada urgensi untuk mengurai dinamika
teoritik dan praktik normatif dalam hukum keluarga Islam kontemporer, terutama
dalam menyikapi dispensasi kawin yang melibatkan anak di bawah umur. Dengan
mengkaji sumber-sumber literatur primer seperti karya al-Shatibi, Ibn ‘Ashar, dan
Jasser Auda, serta sumber hukum nasional dan internasional, studi ini berupaya
membangun pemahaman kritis terhadap diskursus maqasid dalam praktik hukum
kontemporer. Pemusatan pada pendekatan pustaka memungkinkan peneliti untuk
menelusuri konsistensi logika hukum antara prinsip perlindungan anak dan
fleksibilitas normatif hukum Islam yang dijalankan dalam praktik pengadilan. Oleh
karena itu, kontribusi utama studi ini terletak pada pemetaan dan rekonstruksi
pemahaman maqasid dalam konteks perubahan regulasi dan tantangan hak anak
masa Kini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik untuk
menutup celah literatur dalam kajian hukum keluarga Islam berbasis maqasid,
tetapi juga memiliki nilai praktis dalam membangun kerangka reformasi hukum
keluarga berbasis perlindungan anak yang substansial. Urgensi penelitian ini
terletak pada upaya menghadirkan paradigma baru dalam memahami dispensasi
kawin, bukan hanya sebagai fenomena hukum formal, tetapi sebagai titik simpang
antara maqasid, hak anak, dan praktik sosial keagamaan yang harus
diharmonisasikan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi konkret terhadap pengembangan teori hukum Islam berbasis maqasid,
sekaligus memberikan arah reformasi normatif bagi kebijakan dispensasi kawin di
Indonesia.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini berangkat dari urgensi problematika normatif yang
muncul dari praktik dispensasi kawin dalam hukum keluarga Islam kontemporer
yang berimplikasi pada perlindungan hak anak. Fokus penelitian ini terletak pada
analisis kritis terhadap praktik dispensasi kawin yang dilegalkan melalui
mekanisme pengadilan agama, meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah
menetapkan batas usia minimal pernikahan sebagai bentuk perlindungan anak.
Subjek penelitian ini adalah konstruksi hukum mengenai dispensasi kawin dan
larangan pernikahan anak yang ditinjau dari perspektif maqasid al-sharf’ah,
khususnya dalam aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl
(perlindungan keturunan). Dengan demikian, objek formal penelitian ini adalah
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magqasid al-sharr’ah sebagai kerangka normatif, sementara objek materialnya
adalah regulasi hukum keluarga Islam serta praktik pengadilan agama yang
memberikan dispensasi kawin. Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan
antara idealitas maqasid dan realitas hukum yang berjalan dalam sistem peradilan
Islam di Indonesia, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kritis dan
reflektif atas kebijakan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam.

Alasan utama penggunaan pendekatan library research dalam penelitian ini
adalah karena sifat kajian yang lebih teoritik, normatif, dan reflektif, yang berfokus
pada kritik wacana hukum dan konsep magqasid, bukan pada pengumpulan data
empiris di lapangan (Darmalaksana, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti
untuk menelaah teks-teks primer dan sekunder dalam hukum Islam secara
mendalam, khususnya yang berkaitan dengan maqasid al-shari’ah sebagai
landasan etik dan normatif dalam pembentukan hukum keluarga. Karena itu,
metode pustaka sangat tepat digunakan untuk mengeksplorasi pemikiran Imam al-
Syatib1 dan Jasser Auda, dua pemikir maqgasid kontemporer yang menjadi referensi
utama dalam studi ini. Melalui penelusuran terhadap kitab klasik dan literatur
modern, pendekatan ini mendukung penggalian kritis atas kontradiksi antara teori
perlindungan anak dalam maqasid dan praktik dispensasi kawin yang dilegitimasi
secara hukum. Fokus pendekatan pustaka ini juga memperkuat argumentasi
teoritik yang diperlukan dalam mendekonstruksi struktur hukum Islam
kontemporer secara metodologis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
dokumen yang bersifat sistematis dan terarah terhadap literatur-literatur utama
dalam bidang hukum keluarga Islam dan maqasid al-shart’ah (Fadilla & Wulandari,
2023). Dokumen primer yang menjadi bahan utama adalah karya-karya klasik
seperti al-Muwafagat karya Imam al-Syatibi, serta karya kontemporer seperti
Magasid al-shar’’ah as Philosophy of Islamic Law karya Jasser Auda. Selain itu,
peneliti juga memanfaatkan dokumen sekunder berupa artikel-artikel jurnal
ilmiah bereputasi nasional dan internasional, disertasi, buku akademik, serta
dokumen putusan pengadilan agama terkait dispensasi kawin yang tersedia secara
daring. Pengumpulan dokumen dilakukan melalui penelusuran sistematis di
berbagai basis data digital seperti kitab kuning, ScienceDirect, Springer, Garuda,
Sinta, dan repositori PTKIN. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan
tema besar yang meliputi maqasid al-shari’ah, hukum keluarga Islam, dispensasi
kawin, dan perlindungan anak, guna memudahkan proses analisis tematik secara
mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan content
analysis atau analisis isi, dengan menelaah dan menginterpretasi makna normatif
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dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan (Krippendorff, 2019). Analisis ini
difokuskan pada bagaimana maqasid al-sharT’ah, terutama prinsip hifz al-nafs dan
hifz al-nasl, digunakan atau diabaikan dalam wacana dan praktik hukum
dispensasi kawin. Dalam tahap awal, peneliti melakukan kategorisasi tema-tema
utama dalam dokumen primer dan sekunder, kemudian mengevaluasi konsistensi
antara norma perlindungan anak dan legitimasi hukum atas pernikahan anak
melalui dispensasi. Metode ini membantu membongkar konstruksi hukum yang
bersifat kompromis, dan menelaah sejauh mana maqasid benar-benar menjadi
prinsip penentu dalam perumusan maupun implementasi hukum keluarga Islam.
Dengan analisis konten, peneliti dapat menggali struktur berpikir hukum Islam
kontemporer dalam konteks perlindungan anak secara kritis, serta menawarkan
alternatif pendekatan maqasid yang lebih progresif dan aplikatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Pernikahan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional

Fenomena pernikahan anak di Indonesia menunjukkan kontradiksi
serius antara norma hukum nasional dan realitas sosial yang terus
berkembang. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah merevisi
batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan
perempuan sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak, data resmi
dari BPS dan KPAI (2024) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023
terdapat lebih dari 64.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke
pengadilan agama, mayoritas melibatkan anak perempuan (Kompas, 2023).
Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan normatif tidak serta merta
berbanding lurus dengan perubahan praksis hukum dan budaya masyarakat
(Eisner et al., 2021). Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat konsensus
eksplisit mengenai usia minimal pernikahan karena lebih sering dikaitkan
dengan tanda-tanda baligh yang sifatnya interpretatif, bukan determinative
(Zulaiha & Mutaqin, 2021). Akan tetapi, pendekatan maqasid al-shari’ah justru
menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-
‘aql), dan keturunan (hifz al-nasl), yang secara normatif menolak praktik
pernikahan anak karena berpotensi mengabaikan aspek-aspek fundamental
dari kesejahteraan anak (Mahfudz, 2022). Sebagaimana ditegaskan oleh al-
Syatibi dalam al-Muwafaqat dan diperkuat oleh Auda, magasid bukan hanya
kerangka nilai moral, melainkan metodologi hukum yang progresif dan
kontekstual (al-Syatibi, 2004; Auda, 2008). Dengan demikian, legalisasi praktik
pernikahan anak melalui dispensasi hukum menunjukkan ketimpangan antara
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semangat perlindungan anak yang dijanjikan oleh hukum positif dan realitas
interpretasi hukum Islam yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan
terbaik anak (Widayanti et al.,, 2024).

Dalam diskursus hukum Islam klasik, ketentuan mengenai usia
minimum pernikahan tidak ditentukan secara eksplisit, melainkan merujuk
pada tanda-tanda baligh, seperti mimpi basah atau menstruasi. Hal ini
membuka ruang interpretasi luas dalam praktik hukum Islam dan sering
dijadikan legitimasi atas praktik pernikahan anak. Dalam al-Muwafaqat, Imam
al-Syatibi menjelaskan bahwa,

A g 5 dmball Gy Latomd (g0 01t V) s Y Al ALl

“Maslahat-maslahat yang tidak disebut secara eksplisit hanya bisa dikendalikan
dengan timbangan syariat. Maka di mana ada maslahat, di situlah hukum Allah
berlaku.” (al-Syatibi, 2004)

Dengan kata lain, meskipun secara literal hukum memperbolehkan

pernikahan setelah baligh, syariat tetap menuntut agar praktik itu menjamin
maslahat, bukan mudarat. Dalam konteks ini, maqasid al-sharr’ah tidak sekadar
mengatur syarat-syarat formal pernikahan, tetapi menuntut jaminan terhadap
perlindungan jiwa, akal, dan keturunan anak. Hal ini juga ditegaskan dalam QS.
al-Nisa’ [4]:9:

e 955 A5 AT TR0 e o s 50 raals 2 1855 0 00T (e

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka merasa cemas terhadap
(kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
berbicara dengan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa’ [4]:9)

Ayat ini menekankan kewajiban melindungi anak-anak dari kondisi

yang melemahkan mereka, baik fisik maupun psikis, termasuk dengan tidak
memaksakan mereka ke dalam perkawinan dini yang belum mereka pahami
dan siap jalani.

Di sisi lain, para pemikir maqasid kontemporer seperti Jasser Auda
mengkritik pendekatan literalistik terhadap teks-teks hukum karena
mengabaikan dimensi etik dan nilai-nilai perlindungan manusia (Auda, 2022).
Auda menegaskan bahwa maqasid bukan sekadar teori moral, melainkan
merupakan metodologi hukum Islam berbasis keadilan substansial yang
menuntut kesesuaian hukum dengan konteks sosial dan kebutuhan manusia
yang terus berkembang (Auda, 2008). Dalam hal ini, pengesahan praktik
dispensasi kawin yang hanya berdasar pada alasan seperti kehamilan di luar
nikah atau tekanan sosial, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan
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biologis anak, menunjukkan kekosongan pendekatan maqgasid dalam struktur
yurisprudensi kontemporer. Hadis Nabi SAW pun telah memberikan
peringatan akan tanggung jawab dalam menikahkan anak:

Lgee Quﬂt (U9 j.é,&\ b c\.@.l.aj L;‘Lg c_{b,\f :)T :},} 31’9 /C;J’_’; o

“Siapa yang menikahi anak perempuan (belum dewasa), lalu menggaulinya,
maka ia berhak mendapat mahar karena ia telah menyentuhnya.”(HR. Abu
Dawud, No. 2124)

Meskipun hadis ini membahas status hukum mahar, hadis ini justru

memperlihatkan adanya konsekuensi serius dalam aspek fisik anak yang belum
baligh, yang harus dipahami dalam bingkai perlindungan. Penelitian
menunjukkan bahwa pendekatan figh yang literal masih dominan, dan maqasid
belum dijadikan kerangka kerja dalam menilai praktik hukum yang menyentuh
ranah perlindungan anak secara utuh (Bahroni et al, 2019; Haryadi &
Septarina, 2023; Fajriyah, 2024). Oleh karena itu, kritik maqasid terhadap
praktik dispensasi kawin bukan hanya penting secara teoritik, tetapi juga
mendesak secara normatif dan praktis, guna menyelamatkan syariat dari
praktik yang justru bertentangan dengan tujuan utamanya.

Pengesahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia
minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan
capaian penting dalam upaya negara menyesuaikan norma hukum positif
dengan prinsip maqasid al-sharr’ah, khususnya dalam aspek hifz al-nafs dan
hifz al-nasl. Namun, keberadaan Pasal 7 ayat (2) yang memberikan peluang
dispensasi kawin justru menimbulkan ironi normatif, karena membuka
kembali ruang legal bagi praktik pernikahan anak yang semestinya dicegah (S.
M. Dewi et al, 2019; Asriani, 2023). Ketentuan ini melahirkan ambiguitas
hukum antara perlindungan anak sebagai norma ideal dengan fleksibilitas
prosedural yang memungkinkan pengecualian, sehingga terjadi apa yang
disebut sebagai “anomali yuridis” (Laela, 2022). Imam al-Ghazali dalam al-
Mustasfa mengingatkan bahwa syariat diturunkan bukan semata-mata untuk
legalisasi formal, tetapi untuk menjamin maslahat manusia secara total:

Janl) (atha e oelg coobl el (o S G o g8 3pake OB
“Sesungguhnya tujuan syariat terhadap manusia adalah mengeluarkan mereka
dari dorongan hawa nafsu dan membimbing mereka kepada tuntunan akal
sehat” (al-Ghazali, al-Mustasfa, Juz 1).

Jika praktik dispensasi dikendalikan oleh kepentingan sosial-budaya tanpa
pertimbangan maqasid yang rasional dan etis, maka hukum telah kehilangan
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orientasi substantifnya (Mahfudz, 2022). Dalam hadis sahih pun Nabi SAW
menekankan pentingnya kesiapan pernikahan secara lahir dan batin:

A ey padl Dabl s gzl Bl (S pllanad o OLa) jtae b
“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu secara lahir
dan batin, maka menikahlah. Sebab itu lebih menundukkan pandangan dan
menjaga kemaluan.” (HR. al-Bukhari, No. 5066)
Hadis ini secara implisit mengisyaratkan adanya syarat kedewasaan bukan
hanya biologis, tetapi juga psikis dan finansial, sebagai syarat ideal menikah.
Maka, dispensasi kawin yang dihadirkan tanpa verifikasi maqasid justru
mencederai makna kesiapan tersebut.

Dalam praktiknya, hakim-hakim di pengadilan agama seringkali
menggunakan pertimbangan pragmatis seperti kehamilan di luar nikabh,
desakan orang tua, atau tekanan adat sebagai alasan utama dalam
mengabulkan dispensasi, sementara pertimbangan maqasid belum menjadi
kerangka epistemik dalam argumentasi putusan (Al Haqiqi et al, 2024; B.
Ashari, 2024). Padahal, dalam magqasid klasik, sebagaimana ditegaskan oleh al-
Shatibi, setiap keputusan hukum harus didasarkan pada maslahah mu‘tabarah
yakni maslahat yang sah dan sejalan dengan ruh syariat, bukan maslahat yang
bersifat ilusif atau instan. la menulis:

Aoehae & Oy Shenie 368 B Amball o 2 L IS
“Segala sesuatu yang keluar dari maslahat hakiki sejatinya adalah mafsadah,
sekalipun ia dinamakan maslahat” (Al-Syatibi, 1997).

Maka, putusan dispensasi yang bertentangan dengan perlindungan anak
sejatinya adalah bentuk mafsadah yang dibungkus atas nama maslahat (Jenuri
& Najib, 2023). Kritik yang dikemukakan mengenai kegagalan hukum Islam
kontemporer dalam menegakkan maqgasid bukan sekadar kritik teoritis, tetapi
panggilan untuk merombak struktur epistemologi figh agar tidak lagi
berorientasi pada legalitas semata, melainkan pada keadilan dan perlindungan
nyata (Anshori, 2020; Yusdani, 2022). Oleh karena itu, rekonstruksi hukum
keluarga Islam berbasis maqasid menjadi agenda yang tak terhindarkan untuk
menjembatani jurang antara cita-cita perlindungan anak dan struktur hukum
yang masih permisif terhadap pernikahan anak melalui celah dispensasi.
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2. Kritik Maqasid terhadap Praktik Dispensasi Kawin

Fenomena dispensasi kawin dalam perspektif magasid al-sharT’ah

sebagai kritik terhadap legitimasi hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan
menelaah prinsip maslahat dan perlindungan anak, pembahasan ini menilai
ketidaksesuaian antara norma hukum formal dan nilai etik magasid dalam
kerangka perlindungan hukum. Berikut bentuk kritik maqashid terhadap
praktek dispensasi kawin yang terjadi di Indonesia.

a.

Magasid al-sharr’ah sebagai Prinsip Etik dan Epistemologis dalam
Hukum Islam

Magasid al-Sharr’ah sebagai dasar etik dan normatif dalam hukum
Islam telah mengalami evolusi epistemologis dari paradigma tekstual-
formal menuju pendekatan substansial yang berbasis maslahat dan
perlindungan kemanusiaan. Imam al-Syatibi dalam karya monumentalnya
al-Muwafagat menegaskan bahwa hakikat syariat diturunkan bukan
semata-mata untuk memformalkan hukum, melainkan untuk
merealisasikan kemaslahatan umat manusia:

slall Flal sy L) dn 2l 01

“Sesungguhnya syariah diturunkan demi kemaslahatan hamba-hamba Allah”.
(al-Syatibi, 2004)

Dalam konteks ini, maqasid harus dimaknai sebagai kerangka
hukum yang hidup dan dinamis, yang tidak hanya mempertimbangkan
keabsahan teks, tetapi juga rasionalitas, dampak sosial, dan keberpihakan
pada kelompok rentan seperti anak dalam praktik pernikahan dini. Jasser
Auda, dalam bukunya Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law,
mengembangkan magqasid menjadi instrumen teoritis dan praksis yang
menjawab kebutuhan manusia kontemporer secara sistemik (Auda, 2022).
[a menolak pendekatan hukum yang semata literal dan atomistik, dan justru
menekankan sistem nilai berbasis perlindungan (hifz al-nafs, hifz al-nasl,
hifz al-‘aql). Dalam konteks dispensasi kawin, maqasid al-shari’ah
seharusnya menjadi instrumen evaluatif terhadap norma legal yang
dilembagakan oleh negara atau lembaga peradilan, terutama bila norma
tersebut berpotensi melegitimasi kerentanan struktural anak (Auda, 2022;
Mahfudz, 2022; Ibdaria Oktavianti et al., 2023; Al Haqiqi et al., 2024).

Realitas praktik hukum keluarga Islam menunjukkan dominasi
pendekatan legalistik-prosedural yang sering kali mengabaikan maqasid
sebagai fondasi substantif. Dalam kasus dispensasi kawin, regulasi negara
melalui Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, yang membolehkan
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dispensasi berdasarkan keputusan hakim, justru mengabaikan kerangka
perlindungan anak jika tidak ditimbang melalui maqasid (Laela, 2022).
Studi menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara dispensasi
seringkali tidak dilandasi evaluasi maslahat yang objektif, melainkan lebih
bersifat reaktif terhadap tekanan sosial-budaya (Adiyanta & Widyastuti,
2021; Hakim et al, 2022; Jamil, 2023; Dalimunthe, 2024). Hal ini
menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam menjadikan maqasid
sebagai landasan normatif dalam praktik hukum keluarga kontemporer
(Anshori, 2020; Yusdani, 2022). Ketika regulasi negara yang progresif tidak
diimbangi dengan pendekatan maqasid dalam implementasinya, maka yang
terjadi adalah anomali hukum, yaitu kontradiksi antara niat perlindungan
dan hasil yang justru menciptakan ruang kerentanan baru. Oleh karena itu,
magqasid harus direposisi dari sekadar nilai pendukung menjadi normative
filter terhadap validitas hukum, agar hukum keluarga Islam tidak berhenti
pada formalitas legal, tetapi hadir sebagai struktur perlindungan substantif
terhadap anak dalam sistem hukum nasional maupun syariat.
Ketidaksesuaian Dispensasi Kawin dengan Tujuan Perlindungan
Magasid

Ketidaksesuaian antara praktik dispensasi kawin dan prinsip
perlindungan dalam maqasid al-shari’ah menjadi titik kritis dalam kajian
hukum keluarga Islam kontemporer. Maqasid sebagai sistem nilai hukum
yang bertumpu pada hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl
(perlindungan keturunan) menuntut jaminan keselamatan, kesehatan, dan
kemaslahatan anak dalam institusi pernikahan. Namun, praktik dispensasi
kawin yang dilegalkan oleh Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 kerap
dimaknai secara sempit sebagai jalan keluar dari tekanan sosial misalnya,
kehamilan di luar nikah atau desakan orang tua tanpa kajian objektif
terhadap kesiapan mental dan biologis anak. Hal ini bertentangan dengan
magqasid sebagai norma substansial yang menolak setiap bentuk kebijakan
yang menormalisasi kerentanan. Sebagaimana ditegaskan oleh al-Ghazali
dalam al-Mustasfa,

Saks dolias gb Ut cills O amliall

“Maslahat yang bertentangan dengan nash adalah maslahat yang tertolak”
(Al-Ghazali, 1991).

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa setiap dispensasi yang secara
faktual mengabaikan maslahat anak, sejatinya telah menyimpang dari
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prinsip maqasid, dan karena itu, secara epistemologis tidak dapat
dibenarkan dalam kerangka hukum Islam.

Dominasi pendekatan legal-prosedural dalam pemberian dispensasi
kawin semakin memperlemah maqasid sebagai orientasi etik dalam sistem
hukum keluarga (Hakim et al, 2022; Dalimunthe, 2024). Ketika hakim
dalam pengadilan agama menjadikan tekanan sosial sebagai dasar
keputusan tanpa mengedepankan prinsip perlindungan anak, maka yang
terjadi adalah disfungsi yuridis dan pengkhianatan terhadap magqasid.
Padahal, maqasid al-shari’ah tidak hanya menolak eksploitasi anak secara
moral, tetapi juga mewajibkan perlindungan sistemik terhadap potensi
dampak psikologis, pendidikan, dan masa depan anak. Hal ini diperkuat
oleh Auda (2008) yang mengkritik pendekatan hukum Islam yang hanya
bersandar pada nash literal tanpa mempertimbangkan kerangka maslahat
kontekstual. Penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya,
dispensasi kerap digunakan sebagai kompromi struktural terhadap budaya
patriarkal yang mengorbankan hak anak perempuan (Rizal Arif Fitria et al,,
2023). Maka, diperlukan pembacaan ulang terhadap Pasal 7 ayat (2) dalam
cahaya maqasid, bukan sekadar dalam bingkai hukum positif. Dengan
demikian, maqasid tidak hanya menjadi alat kontrol normatif, tetapi juga
menjadi sumber legitimasi reformasi hukum yang berbasis pada
perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang otonom dan
bermartabat.

Evaluasi terhadap Praktik Diskresi Hakim dalam Sistem Dispensatif

Diskresi hakim dalam pemberian dispensasi kawin menjadi titik
krusial dalam wacana reformasi hukum keluarga Islam, karena di situlah
tafsir terhadap norma hukum dan maqasid dipraktikkan secara langsung.
Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, diskresi diberikan kepada
hakim untuk menilai alasan dan kebutuhan dispensasi berdasarkan konteks
setiap perkara. Namun, dalam banyak kasus, seperti ditemukan dalam studi
empiris menyatakan bahwa hakim lebih sering mendasarkan keputusannya
pada aspek sosial seperti tekanan keluarga atau kekhawatiran stigma sosial
dibandingkan pada prinsip maqasid al-shar’ah (Adiyanta & Widyastuti,
2021; Jamil, 2023). Hal ini menunjukkan adanya epistemic disconnect
antara norma syariat ideal yang mengusung perlindungan (hifz al-nafs dan
hifz al-nasl) dan praktik yudisial yang prosedural. Al-Syatib1 menegaskan
bahwa maqasid seharusnya menjadi qa‘idah kulliyyah (kaidah universal)
yang menuntun seluruh fatwa dan keputusan hukum agar tidak keluar dari
maslahat umat (Al-Syatibi, 1997). Namun, ketika keputusan hakim hanya

Al-Ashlah: Volume 04 Nomor 02, 2025 125



Saini

didasarkan pada asas kemendesakan tanpa menimbang potensi kerugian
jangka panjang bagi anak, maka maqasid telah dikompromikan demi
stabilitas sosial jangka pendek. Dengan demikian, diskresi yang tidak
dibingkai maqasid berpotensi menjadi alat legitimasi atas praktik yang
justru melanggengkan ketidakadilan terhadap anak.

Evaluasi maqgasid terhadap praktik diskresi hakim juga menuntut
adanya reformasi metodologis dalam pendidikan dan pelatihan yudisial di
lingkungan peradilan agama. Jasser Auda menekankan pentingnya multi-
dimensionality dalam membaca maqasid, yaitu kemampuan menimbang
berbagai aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya dalam menetapkan
hukum. Dalam konteks ini, hakim idealnya memiliki kompetensi
magqasidiyyah, yakni kesadaran Kkritis terhadap tujuan moral dan sosial dari
hukum Islam. Sayangnya, sistem hukum kita belum mengintegrasikan
magqasid sebagai standar evaluatif formal dalam penyusunan pedoman
teknis peradilan agama, termasuk dalam perkara dispensasi kawin.
Mayoritas sistem hukum Kkeluarga Islam di dunia Muslim masih
mengutamakan struktur tekstual dan tidak memberikan ruang sistematis
bagi maqasid sebagai metode ijtihad modern (H. Ashari, 2024). Oleh karena
itu, kritik maqasid terhadap praktik diskresi tidak hanya berhenti pada
evaluasi substantif terhadap putusan pengadilan, tetapi juga menyasar
reformasi epistemologis terhadap bagaimana hukum Islam diajarkan,
dipahami, dan diterapkan oleh para pemangku otoritas hukum. Tanpa
kerangka maqasid yang mapan, diskresi akan terus menjadi celah
struktural yang menyuburkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap
anak.

Rekonstruksi Paradigma dari Legalistik ke Maslahat Substantif

Paradigma legalisme dalam hukum keluarga Islam kontemporer
menghadapi tantangan serius karena terlalu berfokus pada formalitas
hukum dan ketentuan prosedural tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etik
substansial yang melekat dalam maqasid al-sharr’ah. Dalam sistem hukum
I[slam yang berbasis teks, formalisme sering kali membatasi ruang ijtihad,
sehingga ketentuan seperti dispensasi kawin dianggap sah secara
prosedural meskipun merugikan subjek hukum, yaitu anak. Al-Syatibi
secara tegas menyatakan bahwa “kekuatan hukum syar‘i terletak pada
tujuannya (al-maqstd), bukan semata bentuknya” (al-Syatibi, 2004), yang
menandakan bahwa orientasi hukum harus lebih menitikberatkan pada
nilai dan dampaknya terhadap keadilan. Banyak sistem hukum keluarga
[slam masih mendasarkan keputusan pada norma figh klasik tanpa
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pembacaan ulang terhadap realitas kontemporer. Dalam konteks ini,
pergeseran menuju maqasid sebagai fondasi hukum akan memungkinkan
reinterpretasi hukum keluarga berdasarkan prinsip perlindungan dan
keadilan substantif. Auda (2008) menyebut hal ini sebagai transformasi
dari sistem “hukum rigid” menuju sistem “nilai dinamis” yang
memungkinkan hukum lebih adaptif, berempati, dan berkeadilan (Auda,
2022).

Untuk mewujudkan hukum keluarga Islam yang berparadigma
maslahat, diperlukan rekonstruksi metodologis dalam legislasi dan
yurisprudensi melalui integrasi maqasid dalam setiap proses perumusan
dan penerapan hukum. Ketika undang-undang masih membuka ruang
untuk praktik yang kontraproduktif terhadap perlindungan anak—seperti
dalam Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin—maka urgensi pembacaan
ulang terhadap norma tersebut dalam kerangka maqasid menjadi tidak
terelakkan. Dalam teori maqasid modern yang dikembangkan oleh Auda
(2008), transformasi hukum harus berpijak pada principle-based
reasoning, bukan sekadar textual reasoning. Hal ini berarti setiap norma
hukum, termasuk dispensasi, harus dievaluasi secara interdisipliner,
mempertimbangkan aspek psikososial, hak anak, dan struktur keluarga.
Penelitian juga mendorong agar maqasid dijadikan instrumen legislasi dan
bukan hanya pembenaran normative (Mahfudz, 2022). Di Indonesia, hal ini
dapat diwujudkan dengan mereformasi pedoman teknis pengadilan agama
melalui pendekatan berbasis maqasid, sehingga setiap hakim wajib
melakukan uji maslahat atas setiap dispensasi yang diajukan. Tanpa
reformasi ini, hukum keluarga akan terus terjebak pada logika legal-formal
yang steril dari keadilan substantif. Maka, rekonstruksi maqasid tidak
hanya relevan secara konseptual, tetapi juga mendesak secara praksis
sebagai upaya membangun hukum keluarga Islam yang lebih humanistik
dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Dispensasi Kawin antara Legalitas Formal atau Legitimasi Maslahah

Pemberian dispensasi kawin dalam hukum keluarga Islam
kontemporer mencerminkan dilema antara kepatuhan terhadap legalitas
formal dan pemenuhan maqasid sebagai legitimasi substansial berbasis
maslahah. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara eksplisit menaikkan
batas usia nikah menjadi 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap
anak. Namun, celah hukum yang dibuka melalui Pasal 7 ayat (2) memberi
ruang bagi lembaga peradilan untuk memberikan dispensasi dengan dasar
yang sering kali bersifat kasuistik dan tidak berbasis analisis maslahat yang
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mendalam. Dalam praktiknya, banyak putusan dispensasi dilandasi oleh
keadaan darurat sosial seperti kehamilan di luar nikah atau alasan ekonomi
tanpa melalui penilaian objektif terhadap kesiapan psikologis, kesehatan
reproduksi, atau masa depan anak (Hadiati & Brilianci, 2023; H. Ashari,
2024; Hidayat et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa legalitas yang
diformalkan oleh undang-undang belum tentu memiliki legitimasi moral
dalam perspektif magasid, sebab magasid menuntut penyelarasan antara
hukum dan kemaslahatan nyata.

Magqgasid al-shar’ah mempersoalkan validitas norma hukum tidak
hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan prosedur legal, tetapi terutama
dengan kemampuan norma tersebut mewujudkan keadilan dan
perlindungan. Al-Syatibl menyatakan bahwa tujuan hukum tidak boleh
bertentangan dengan magqasid, dan jika suatu norma sah secara formal
namun menghasilkan mudarat, maka norma itu harus ditinjau ulang (Al-
Syatibi, 1997). Jasser Auda (2008) dalam pendekatan sistemik magasid juga
menegaskan bahwa legitimasi hukum hanya dapat diakui jika hukum
tersebut memperkuat struktur keadilan sosial dan tidak menormalisasi
praktik yang membahayakan kelompok rentan seperti anak. Dalam konteks
dispensasi kawin, absennya parameter objektif untuk menilai maslahat
membuat diskresi hukum rawan disalahgunakan. Hal ini diperparah oleh
fakta bahwa hingga 2024, belum ada perangkat pengadilan yang
mengharuskan uji kelayakan psikologis anak sebelum pemberian
dispensasi (Ida et al, 2024). Maka, dalam diskursus maqasid, dispensasi
kawin yang hanya memenuhi legalitas prosedural tanpa memperhatikan
legitimasi maslahat sejatinya merupakan bentuk tasyri‘ ghayr maqsud
(pembentukan hukum yang tidak sesuai tujuan). Oleh karena itu, maqgasid
dapat berfungsi sebagai korektor substantif terhadap legalitas formal yang
bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan dan keadilan dalam hukum
keluarga Islam.

Menyelaraskan Sistem Hukum dengan Perlindungan Anak berbasis
Magqasid

Upaya menyelaraskan sistem hukum nasional dengan prinsip
perlindungan anak dalam magasid al-shari’ah memerlukan transformasi
struktural pada tingkat regulasi, interpretasi hukum, dan pelaksanaan
kebijakan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
memang mencerminkan semangat perlindungan anak dengan menaikkan
batas usia nikah menjadi 19 tahun. Namun demikian, implementasi pasal
dispensasi kawin yang longgar telah melemahkan perlindungan tersebut.

Al-Ashlah: Volume 04 Nomor 02, 2025 128



Saini

Hal ini mencerminkan dominasi pendekatan normatif-prosedural yang
belum sepenuhnya bersinergi dengan nilai magasid yang bersifat etis dan
substantif. Auda (2008) dalam Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic
Law menekankan bahwa sistem hukum Islam perlu disusun ulang
berdasarkan struktur holistik dan rekonstruktif yang berpihak pada hifz al-
nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-nasl. Dalam banyak kasus, seperti ditemukan
regulasi hukum cenderung membuka ruang interpretasi fleksibel yang
kerap digunakan untuk merasionalisasi praktik patriarkal (Hidayat et al,,
2024). Maka, diperlukan sistem hukum yang tidak hanya responsif secara
sosial, tetapi juga berakar kuat pada epistemologi maqgasid yang
mendudukkan maslahat anak sebagai inti legislasi.

Integrasi maqasid ke dalam sistem hukum harus dibangun melalui
pendekatan interdisipliner yang menggabungkan figh, psikologi
perkembangan anak, sosiologi keluarga, dan hak asasi manusia. Maqasid
tidak hanya berfungsi sebagai pedoman interpretatif, tetapi sebagai
instrumentum legis (instrumen legislasi) dalam perancangan kebijakan dan
pemaknaan norma hukum keluarga. Dalam praktiknya, hal ini dapat
diwujudkan melalui reformulasi pedoman teknis pemberian dispensasi,
pelatihan yudisial berbasis maqasid, dan audit maslahat terhadap setiap
putusan pengadilan agama. Penelitian Hayati (2022) menunjukkan bahwa
hakim di tingkat bawah membutuhkan model evaluasi maslahat yang
sistematis agar dapat menghindari bias budaya dalam memutus perkara
(Suhayati et al., 2023). Selain itu, Farah (2020) mengusulkan pembentukan
lembaga penilai independen yang menilai kesiapan anak secara objektif
dari aspek fisik, psikis, dan sosial sebelum dispensasi diberikan. Dengan
model ini, sistem hukum akan bergerak dari paradigma legalistik menuju
paradigma maslahat yakni hukum yang hidup, kontekstual, dan berpihak
pada perlindungan anak. Maka, menyelaraskan hukum dengan maqasid
bukan sekadar proyek normatif, tetapi merupakan mandat etis dan
akademik dalam membangun sistem hukum keluarga Islam yang adil,
progresif, dan beradab.

Kritik maqgasid terhadap praktik dispensasi kawin dalam hukum
keluarga Islam kontemporer menegaskan bahwa keberlakuan suatu norma
hukum tidak cukup dinilai dari validitas legal-formalnya semata, tetapi
harus diuji melalui kacamata kemaslahatan substansial. Dispensasi kawin,
meskipun dilegalkan dalam kerangka hukum positif melalui Pasal 7 ayat (2)
UU No. 16 Tahun 2019, justru membuka celah anomali normatif karena
melegitimasi praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan
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anak sebagaimana dimandatkan oleh maqasid al-sharr’ah, khususnya
prinsip hifz al-nafs dan hifz al-nasl. Ketiadaan asesmen maslahat yang
objektif dan berstandar dalam praktik yudisial menjadi bukti bahwa
magqasid belum terintegrasi secara epistemik maupun praksis dalam sistem
hukum keluarga (Suhartati & Nursanti, 2021; Mahfudz, 2022; Hadiati &
Brilianci, 2023; Hidayat et al.,, 2024).

Paradigma legalisme yang dominan dalam legislasi dan putusan
pengadilan sering kali gagal menciptakan keadilan substantif karena
menjadikan hukum sebagai alat prosedural semata. Dalam konteks ini,
magqasid tidak hanya berfungsi sebagai etika normatif, melainkan juga
sebagai metode rasionalisasi dan kritik terhadap norma yang tidak mampu
lagi menjawab kompleksitas sosial kontemporer. Diskresi hakim yang tidak
dibingkai oleh analisis magasid hanya akan memperkuat legitimasi sosial
terhadap praktik yang merugikan kelompok rentan, khususnya anak
perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan struktur hukum dalam
menyerap nilai-nilai maqasid sebagai dasar moral dan epistemologis.

Oleh karena itu, menyelaraskan sistem hukum keluarga dengan
magqasid al-shar’ah bukan sekadar pilihan teoretik, tetapi kebutuhan
mendesak dalam mewujudkan keadilan transformatif. Rekonstruksi hukum
melalui maqasid harus dimulai dengan pembacaan ulang terhadap norma
dispensasi dalam kerangka keadilan intergenerasional, hak anak, dan
perlindungan jiwa manusia. Dengan menempatkan maqasid sebagai asas
penilaian maslahat, sistem hukum akan mampu menilai kebijakan bukan
hanya dari sisi legalitasnya, tetapi juga dari keabsahan moral dan
keberpihakannya pada kelompok yang dilindungi. Sebagaimana ditegaskan
al-Syatib1 dalam al-Muwafagqat, syariat hadir untuk kemaslahatan manusia
secara total, bukan untuk membenarkan praktik yang melanggengkan
ketimpangan atau kerentanan struktural. Maka, praktik dispensasi kawin
yang mengabaikan nilai maqasid harus segera dikritisi, direvisi, dan
digantikan dengan pendekatan hukum keluarga yang lebih etis, empatik,
dan maqasidiyyah.

D. Simpulan

Fenomena pernikahan anak di Indonesia, meskipun telah diintervensi

melalui revisi batas usia minimal dalam UU No. 16 Tahun 2019, terus berlangsung
melalui celah hukum berupa dispensasi kawin yang dilegalkan oleh Pasal 7 ayat
(2). Realitas ini menciptakan ketegangan antara norma hukum positif yang

menjanjikan  perlindungan anak dan Kkenyataan sosial-budaya yang
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menginstrumentalisasi mekanisme legal untuk melanggengkan praktik
eksploitatif. Dalam hukum Islam klasik, tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai
usia nikah memberi ruang tafsir yang luas dan rawan disalahgunakan. Namun,
magqasid al-shar’’ah sebagai pendekatan metodologis dan etis dalam hukum Islam
sejatinya menolak praktik yang merugikan jiwa, akal, dan keturunan anak. Fakta
bahwa lebih dari 64.000 dispensasi dikabulkan dalam setahun terakhir tanpa
asesmen maqasid yang objektif menunjukkan belum terintegrasinya maqasid
dalam kerangka yurisprudensi kontemporer.

Dari sini, dapat ditegaskan bahwa praktik dispensasi kawin dalam hukum
keluarga Islam kontemporer belum memenuhi prinsip-prinsip maqasid sebagai
alat ukur normatif dan moral terhadap sah tidaknya suatu produk hukum.
Dispensasi yang dijustifikasi melalui kebutuhan sosial atau alasan darurat menjadi
bentuk deviasi dari semangat perlindungan anak yang seharusnya menjadi pilar
utama sistem hukum keluarga. Paradigma legalisme yang dominan menjauhkan
hukum dari dimensi substansialnya, dan menjadikan maqasid al-shar’’ah sebagai
pendekatan alternatif bukan lagi sekadar ideal normatif, melainkan kebutuhan
epistemik dalam menilai dan merekonstruksi kebijakan hukum keluarga. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian mengenai
bagaimana praktik dispensasi dikritisi secara normatif dalam perspektif maqasid,
tetapi juga menegaskan urgensi rekonstruksi hukum menuju sistem yang lebih
etis, empatik, dan berpihak pada perlindungan anak secara holistik.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dikemukakan, kajian ini
merekomendasikan perlunya integrasi maqasid al-shari’ah secara sistemik ke
dalam kerangka legislasi dan praksis peradilan hukum keluarga Islam di Indonesia.
Sebagai langkah awal, pengujian dispensasi kawin harus mensyaratkan asesmen
objektif berbasis prinsip hifz al-nafs dan hifz al-nasl oleh tenaga ahli psikologi dan
sosial, bukan semata didasarkan pada tekanan sosial atau permintaan keluarga.
Implikasi praktisnya, Mahkamah Agung dan Kementerian Agama perlu menyusun
pedoman yudisial berbasis maqgasid agar hakim agama memiliki kerangka etik dan
epistemologis yang jelas dalam menangani permohonan dispensasi. Sementara
dari aspek teoretis, studi ini mendorong rekonstruksi hukum keluarga Islam dari
paradigma legal-formalistik menuju pendekatan etik-substantif berbasis maqgasid,
guna menghindari legitimasi normatif terhadap praktik yang justru mencederai
perlindungan anak. Dengan demikian, maqasid bukan hanya wacana keilmuan,
melainkan kerangka reformasi konkret untuk membentuk sistem hukum keluarga
yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan.
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